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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah

pada Kementerian Negara/Lembaga maka Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum

Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5168);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang

Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5733);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta

perubahannya;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1481);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

www.peraturan.go.id



2016, No.2116 -4-

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum

Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 331), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1), ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan ayat (8) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a merupakan bantuan kepada

penerima bantuan yang ditetapkan oleh PPK dan

disahkan oleh KPA.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat
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Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan

oleh KPA, diberikan dalam bentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau

c. jasa.

(3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat

diberikan melalui mekanisme:

a. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening

penerima penghargaan atau ke rekening

Bendahara Pengeluaran; atau

b. Uang Persediaan (UP).

(4) Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa

untuk pemberian penghargaan yang disalurkan

dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf b dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf c kepada penerima

bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan

barang dan/atau jasa dengan penyedia barang

dan/atau jasa.

(5) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

(6) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan

disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat termasuk pelaksanaan

penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan

diterima oleh penerima bantuan.

(7) Pencairan dana pemberian penghargaan dalam

rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan

disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara langsung

dari rekening kas negara ke rekening penyedia

barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.

(8) Dihapus.

www.peraturan.go.id


